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DEMI KEADILAN BERDASARK;G:N KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli
Waris yang diajukan oleh :

Ukas Abd. Latif bin Abd. Latif, tempat tanggal lahir : Sabang, 15 Januari
1960/61 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister
Manajemen Pendidikan), Pekerjaan : Pensiunan PNS (BAPPEDA
Provinsi Sulawesi Tengah), tempat kediaman di Jalan Garuda Il
Lorong Palapa No. 35, RT/RW : 002/003, Kelurahan Birobuli
Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. No Hp : 0811 458
043, Selanjutnya disebut Pemohon 1.

Moh. Sigit Sumingkar bin Ukas Abd. Latif, tempat tanggal lahir : Palu, 06
Januari 1991/30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana
Peternakan), Pekerjaan Swasta (Ekspedisi), tempat kediaman di
Jalan Garuda Il Lorong Palapa No. 35, RT/RW : 002/003,
Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. No
Hp : 0853 9950 8899, Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon 2.

Mutia Nur Rahmi U. Abd. Latif binti Ukas Abd. Latif, tempat tanggal lahir :
Palu, 31 Oktober 1993/ 27 tahun, agama Islam, pendidikan
Profesi Dokter, Pekerjaan Dokter Umum (Puskesmas Labonu),
tempat kediaman di Jalan Garuda Il Lorong Palapa No. 35,
RT/RW : 002/003, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu. No. Hp : 0811 4500 805, Selanjutnya disebut
Sebagai Pemohon 3.

Moh. Ismail Ukas bin Ukas Abd. Latif, tempat tanggal lahir : Palu, 10 Mei
1996/25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Farmasi),
pekerjaan Asisten Apoteker (Kimia Farma), tempat kediaman di
Jalan Garuda Il Lorong Palapa No. 35, RT/RW : 002/003,
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Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.
No. Hp : 0811 4505 261, Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon
4,

Mutmainah Ukas Abd. Latif binti Ukas Abd. Latif, tempat tanggal lahir : Palu,
01 November 2000/20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Garuda Il Lorong
Palapa No. 35, RT/RW : 002/003, Kelurahan Birobuli Utara,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. No. Hp : 0811 459 043,
Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02 September
2021 dan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor :
W.19-A1/1470/Hk.05/IX/2021 tanggal 02 September 2021 Dalam
hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan
hukum Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 dan Pemohon 5,

Selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
02 September 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris,yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06
September 2021 dalam register perkara nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Pal dengan
dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia di Kota Palu, pada tanggal 06
Agustus 2021 disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam
(Kutipan Akta Kematian No : 7271-KM-10082021-0012 tertanggal 10
Agustus 2021) ;
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2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah 1 kali, yaitu dengan
seorang Pria bernama Ukas Abd. Latif (Pemohon 1). Dari pernikahan
tersebut melahirkan 4 (empat) orang anak, sebagai berikut :
21 Moh. Sigit Sumingkar bin Ukas Abd. Latif (Pemohon 2)
2.2 Mutia Nur Rahmi U. Abd. Latif binti Ukas Abd. Latif
(Pemohon 3)
2.3 Moh. Ismail Ukas bin Ukas Abd. Latif (Pemohon 4)
24 Mutmainah Ukas Abd. Latif binti Ukas Abd. Latif (Pemohon
5)
3. Bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu. Berikut
ini adalah urutan berdasarkan waktu kematiannya :
3.1 Hi. Idrus Abd. Karim (Ayah Pewaris) meninggal dunia di
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 01 April
2007 (surat keterangan Kematian No : 765/KD-BLS/VIII/2021
tanggal 27 Agustus 2021) ;
3.2 Hj. Salmia (ibu Pewaris) meninggal dunia di Kabupaten
Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 30 September 2018
(Kutipan Akta Kematian No : 7210-KM-24052021-0010 tanggal 24
Mei 2021) ;
4. Bahwa semasa hidupnya pewaris bekerja sebagai Pensiunan PNS
(Dukcapil Kabupaten Sigi) dan meninggalkan warisan berupa tabungan di
Bank Mandiri Syariah, dengan nomor rekening : 7007497835 atas nama
ULFA UKAS QQ MUTIA NUR RAHMI. Untuk keperluan pengurusan /
pencairan / penerimaan / pengambilan / balik nama / pemindah bukuan
dana yang ada di rekening tersebut, diperlukan Penetapan Ahli Waris dari
Pengadilan Agama ;
5. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum
yang berlaku ;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraiakan diatas, maka para
Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan penetapan

sebagai berikut :
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PRIMER
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan ULFA telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021
di Palu karena sakit ;
3. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah Ahli Waris dari ULFA :
a. Ukas Abd. Latif bin Abd. Latif (suami)
Moh. Sigit Sumingkar bin Ukas Abd. Latif (anak)
Mutia Nur Rahmi U. Abd. Latif binti Ukas Abd. Latif (anak)
Moh. Ismail Ukas bin Ukas Abd. Latif (anak)
e. Mutmainah Ukas Abd. Latif binti Ukas Abd. Latif (anak)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;
SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

2 o T

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili
Pemohon 1 telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat
terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, dan Para Pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon
telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Ukas bin Abd. Latif

dengan Ulfa binti Idrus Abd. Karim, Nomor 108/VIII/1989 tertanggal 7

Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dolo Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

sesusi dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mohammad Sigit

Sumingkar Nomor 55/1991 tertanggal 12 Januari 1991 yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesusi dan bermeterai cukup, diberi kode P.2;
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3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mutia Nur Rahmi U.
Abd Latif, Nomor 1859/Ist/XI1/1993 tertanggal 10 Desember 1993 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala,
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesusi dan bermeterai cukup,
diberi kode P.3;
4, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moh. Ismail Ukas,
Nomor 2034/Ist/1997/1996 tertanggal 28 Agustus 1997 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesusi dan
bermeterai cukup, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mutmainah Ukas
Abd. Latif, Nomor 41/Ist/2001/2000 tertanggal 30 Januari 2001 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesusi
dan bermeterai cukup, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris atas nama
Ulfa, Nomo7271-KM-10082021-0012 tanggal 10 Agustus 2021 yang
dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesusi dan bermeterai cukup, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Buku Rekening Bank Syariah Mandiri atas
nama Ulfa Ukas QQ Mutia Nur Rahmi Nomor 7007497835, telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi
kode P.7;
B. Saksi-saksi :

1. Moh. Irfan bin Hasan Datu Iding, umur 45 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Bina Marga Provinsi Sulawesi
Tengah, bertempat kediaman di Jalan Banteng Nomor 10, Kelurahan
Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon 1 adalah

paman saksi;
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- Bahwa saksi mengenal Ulfa binti Idrus Abd. Karim, istri dari
Pemohon 1;

- Bahwa Ulfa meninggal di Palu pada tanggal 06 Agustus 2021
karena sakit;

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Ulfa telah meninggal dunia
lebih dahulu;

- Bahwa almarhumah Ulfah meninggal dunia dalam keadaan
beragama Islam dan Para Pemohon masih beragama Islam sampai
sekarang;

- Bahwa Pemohon 1 dengan Almarhumah Ulfa dikaruniai empat
orang anak yaitu Moh. Sigit Sumingkar, Mutia Nur Rahmi, Moh. Ismail
dan Mutmainah;

- Bahwa Almarhum Ulfa semasa hidupnya adalah Pensiunan PNS
pada Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Sigi;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli
Waris untuk keperluan pengurusan pencairan tabungan atas nama
almarhumah Ulfa di Bank Mandiri Syariah Cabang Palu karena pihak
bank tidak mau mencairkan tanpa Penetapan Ahli Waris dari
Pengadilan Agama.

2. Lidya Ariastuti binti Aras, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan dokter umum, bertempat kediaman di Perumahan BTN Silae,
Jalan Luwuk | No. 56, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon 1 karena berteman dengan
anaknya,;

- Bahwa saksi kenal dengan Ulfa, istri dari Pemohon 1;

- Bahwa Ulfa telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 06
Agustus 2021 karena sakit;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Ulfa telah meninggal
dunia lebih dahulu;
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- Bahwa almarhumah Ulfa meninggal dunia dalam keadaan
beragama Islam dan Para Pemohon masih beragama Islam sampai
sekarang;

- Bahwa Pemohon 1 dengan almarhumah Ulfa telah dikaruniai
empat orang anak yaitu Moh. Sigit Sumingkar, Mutia Nur Rahmi, Moh
Ismail dan Mutmainah Ukas;

- Bahwa almarhumah Ulfa semasa hidupnya adalah pensiunan
pada Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Sigi;

- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk
mengurus pencairan Tabungan atas nama Almarhumah Ulfa pada
Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, karena pihak Bank tidak mau
mencairkan tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkatkan uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya
memohon agar Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 dan
Pemohon 5 ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ulfa sebagai
pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 karena
semasa hidupnya pewaris sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
meninggalkan warisan berupa tabungan di Bank Mandiri Syariah, dengan
nomor rekening : 7007497835 dan pihak Bank Mandiri Syariah tidak mau
mencairkan tabungan tersebut tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan
Agama,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.7 serta 2

(dua) orang saksi ;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, yang
menerangkan bahwa Pemohon 1 dengan Almarhum Ulfa adalah suami istri
yang sah, mermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang
sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5 adalah fotokopi Akta
Kelahiran dari Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 5, dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, yang
menerangkan bahwa Mohammad Sigit Sumingkar, Mutia Nur Rahmi U. Abd
Latif, Moh Ismail Ukas dan Mutmainah Ukas Abd Latif adalah anak kandung
Pemohon 1 dengan Almarhumah Ulfa, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Akta Kematian atas nama
Ulfa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu, yang
menerangkan bahwa Ulfa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus
2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Buku Rekening atas nama
Ulfa Ukas QQ Mutia Nur Rahmi, dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang
Palu, yang menerangkan bahwa almarhumah Ulfah mempunyai tabungan pada
Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah menghadap
di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi
syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka
4R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon menerangkan
pada pokoknya bahwa Almarhumah Ulfa telah meninggal dunia di Palu, pada
tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit, meninggalkan seorang suami (Pemohon
1) dan empat orang anak (Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 5),
Almarhumah Ulfa semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri

Sipil/pensiunan pada Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Sigi dan meninggalkan
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tabungan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, namun pihak Bank tidak
mau mencairkan dana tersebut tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan
Agama,
Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan apa
yang dilihat dan dialami sendiri dan keterangnya bersesuaian antara satu
dengan yang lain, karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenubhi
syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan
dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;
Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon, bukti
P.1, P.2., P.3, P4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas,
ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa Almarhum Ulfa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus
2021 di Palu;
- Bahwa Almarhumah Ulfa meninggal dunia karena sakit;
-  Bahwa Pemohon 1 adalah suami almarhumah Ulfa, sedangkan
Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, dan Pemohon 5 adalah anak kandung
dari Almarhumah Ulfa;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Ulfa telah meninggal dunia
lebih dahulu;

- Bahwa Almarhumah Ulfa, Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3,
Pemohon 4 dan Pemohon 5 semuanya beragama Islam;

- Bahwa Almarhumah Ulfa semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri
Sipil/ Pensiunan Dinas Dukcapil Kabupaten Sigi;

- Bahwa Almarhumah Ulfa mempunyai tabungan pada Bank Syariah Mandiri
akan tetapi pihak Bank tidak mau mencairkan dana tersebut tanpa

penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh
fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa Almarhumah Ulfa sebagai pewaris telah meninggal dunia pada
tanggal 06 Agustus 2021 di Palu;
- Bahwa Almarhumah Ulfa meninggalkan ahli waris seorang suami dan
empat orang anak kandung yakni Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3,
Pemohon 4 dan Pemohon 5;

- Bahwa Almarhum Ulfa sebagai pensiunan PNS mempunyai tabungan pada
Bank Syariah Mandiri Cabang Palu namun pihak bank tidak mau mencairkan
dana tersebut tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya
atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata Almarhumah Ulfa pada saat meninggal
dunia beragama Islam dan meninggalkan ahli waris seorang suami dan empat
orang anak kandung;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat meninggalnya Almarhumah Ulfa,
ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris
(Vide : Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata semua ahli waris tersebut di atas beragama
Islam, mempunyai hubungan darah dan tidak terhalang menjadi ahli waris
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum,
dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh
atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah
melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara
atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam), dan
telah terbukti bahma Almarhumah Ulfa meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ada lagi ahli waris selain

Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 dan Pemohon 5 maka
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Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tersebut adalah ahli waris
dari Almarhumah Ulfa;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud
Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ( KHI );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan
dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon point 2 tidak
perlu lagi dituangkan dalam amar penetapan karena sudah jelas dalam duduk
perkara dan pertimbangan hukum bahwa Almarhumah Ulfa telah meninggal
dunia pada tanggal 06 Agustus 2021

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka
semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Para
Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 RBg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
2.1. Ukas Abd. Latif bin Abd. Latif (Pemohon 1)
2.2. Moh. Sigit Sumingkar bin Ukas Abd. Latif (Pemohon 2)
2.3. Mutia Nur Rahmi U. Abd. Latif binti Ukas Abd. Latif (Pemohon 3)
2.4. Moh. Ismail Ukas bin Ukas Abd. Latif (Pemohon 4)
2.5. Mutmainah Ukas Abd. Latif binti Ukas Abd. Latif (Pemohon 5)
Adalah ahli waris dari Almarhumah Ulfa;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriyah yang diucapkan
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pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj.
Heriyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H dan Drs. H.
Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh
Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
Pemohon 1 mewakili Para Pemohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Samsuddin, S.H. Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 90.000,00
4. PNBP Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 225.000,00

( Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah )
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